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“Implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) di Indonesia Terhadap 

Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime (UNTOC)” 

 

AULIA DAMA GUCCI 

 

Abstrak 

Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara (transnational crimes) 

dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global 

yang dituntut di bawah yuridiksi hukum domestik/nasional, tidak berada di bawah 

yuridiksi peradilan internasional karena salah satu unsur dari transnasional adalah 

adanya lintas batas negara Mutual Legal Assistance (MLA). Biasanya dalam 

pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh satu otoritas atau penegak 

hukum dari satu negara ke otoritas atau penegak hukum di negara lain, sebagai 

respon atas permintaan bantuan. Implementasi Mutual Legal Assistance terhadap 

tindak pidana yang diatur dalam United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime yaitu berkaitan dengan pengumpulan barang bukti, pelayanan 

terhadap dokumen-dokumen terkait, penyitaan, mengidentifikasi dan pelacakan, 

serta memfasilitasi kehadiran orang. United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime merupakan konvensi yang ditujukan untuk 

memberantas kejahatan transnasional melalui Kerjasama bilateral, multilateral, dan 

internasional. UNTOC mengatur enam kejahatan transnasional, yaitu korupsi, 

pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, penyelundupan orang, 

penyelundupan senjata, dan menghalangi proses peradilan. Implementasi Mutual 

Legal Assistance saat ini dirasa belum terlalu efektif adalam penanganan kejahatan 

transnasional, Proses pelaksanaan permohonan dan pemberian bantuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam 

Masalah Pidana terlihat adanya suatu prosedur yang lambat serta memakan baiaya 

yang tidak sedikit, maka dengan demikian diharapkan adanya penyempurnaan 

terhadap Undang-undang tersebut yang akan datang agar lebih efektif. 

 

Kata Kunci  : Bantuan timbal balik, kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir 
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“Implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) di Indonesia Terhadap 

Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime (UNTOC)” 

 

AULIA DAMA GUCCI 

 

Abstract 

Transnational crime or transnational crosscountry crimes was seen as one of a 

serious threat to global security it seeks to under domestic laws or national 

jurisdiction, not being under judicial jurisdiction by international community for 

it’s one of the constituents of cross-border transnational is that there is a Mutual 

Legal Assistance. Usually in the collection and the submission of evidence that done 

by one authority or law enforcement from one country to authority or law 

enforcement in other countries, in response to request for assistance. The 

implementation of Mutual Legal Assistance for of crimes arranged in United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crimes evidence, concerned 

with the collection service to, related documents, seizure identifying and tracking, 

as well as to facilitate the presence of the person. United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crimes is the conventions that are held with the 

aim to eredice transnational crime under the bilateral cooperation, multilateral and 

international. United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes 

set six transnational crime, is corruption, money laundering, trade women and 

children smuggling, arms smuggling, and obstructing judicial process. The 

implementation of Mutual Legal Assistance when is felt to be not very effective 

liaison and the handling of transnational crime, the implementation process an 

application and assistance are arranged in an Indonesian Law Number 1 The year 

of 2006 about mutual legal assistance in trouble seen the criminal of procedure 

delays and eating cost. It is hoped the perfection will be least the law against 

constitution to make it more effective. 
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